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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum, hal tersebut tertuang dalam 

.Undang.-.Undang Dasar (UUD) 1945.Pasal.1.ayat (3). Konsekuensi yang 

didapat selaku negara yang paham atas hukum, dari semua bagian aktivitas 

bermasyarakat, bernegara serta berbangsa yang sesuai dengan aturannya 

dan tidak diperkenankan keluar dari norma.-.norma.hukum yang 

berlangsung di.Indonesia, dimana hukum harus dijadikan panglima  yang 

berkaitan dengan individu, masyarakat dan negara dalam mengatasi setiap 

permasalahan yang ada.1) 

Kehidupan bermasyarakat pada era globalisasi saat ini tidak 

terlepas dari hubungan atau interaksi antara manusia satu dengan manusia 

lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan 

manusia lainnya. Setiap manusia mempunyai kepentingannya masing-

masing. Seperti kepentingan yang berkaitan dengan terpenuhinya suatu 

hak atau keinginan perorangan atau sekelompok sesuai dengan 

harapannya.2) 

Sebagian masyarakat dalam kehidupan dan melakukan aktivitasnya 

selalu berkaitan dengan hukum, serta membutuhkan seorang notaris yang 

mengeluarkan jasanya dibidang hukum. Jabatan Notaris lahir karena 

                                                             
1)

 iiHabib iiAdjie, iiAspek iiPertanggungjawaban iiNotaris iiDalam iiPembuatan iiAkta, ii ii(Bandung: 

iiMandar  iiMaju, ii2011), iihal. ii2. 
 2)

 ii  iiSudikno iiMertokusumo, iiMengenal iiHukum iiSuatu iiPengantar, iiCetakan  iiKe-2. ii(Yogyakarta: 

iiLiberty, ii2005), iihal. ii12. 
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sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga diciptakan untuk 

disosialisasikan dan membantu masyarakat. Berbagai lembaga 

kenotariatan sudah sejak dahulu terkenal di Indonesia, notaris 

melaksanakan tugasnya jauh sebelum kemerdekaan Negara ini (masa 

pemerintahan kolonial Belanda). 

Sejarah awal lahirnya notaris dan dibutuhkan di Indonesia yaitu 

dimana Eropa mempunyai kesamaan dengan Negara kita terhadap upaya 

penciptaan akta otentik secara khusus di bidang perdagangan. Pada tahun 

1806 hingga pada tahun 1813 merupakan awal mula Belanda dijajah oleh 

Perancis, setelah itu Belanda keluar dari kuasa Perancis, kemudian tanggal 

Maret 1811 berlakunya Undang.-.Undang.Kenotariatan.Perancis pada 

Belanda melalui Dekrit Kaisar tentang peraturan yang dibuat oleh Perancis 

(25 Ventose an XI (16 Maret 1803)) dan sebagai aturan dari kenotariatan 

di Belanda, peraturan yang dibuat Perancis ini masih digunakan sampai 

tahun 1842, sedangkan pada tanggal 19 Juli 1843 Belanda mengeluarkan 

undang-undang (Ned. .Stb nomor 20) membahas Jabatan tentang Notaris. 

Undang.-.Undang.Jabatan.Notaris (Wet Op Het Notarisambi or 

Notariswet) yang mana mengacu kepada Undang.-.Undang yang dibuat 

oleh.Perancis (ventosewet) dan disempurnakan dengan pasal-pasal lainnya. 

Kemudian di era tahun 1860 aturan yang sejenis dengan aturan 

kenotariatan.Belanda. (Notariswet) yang sesuai dengan keluarnya aturan 

jabatan tentang Notaris di tanggal 1.Juli.1860. Ditelusurilah Undang.-

.Undang.Kenotariatan yang ada di.Indonesia saat ini dimana dahulunya 

berasal dari peraturan Kenotariatan. Perancis.yang.berlaku.di.Belanda dan 
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sudah diperbaharui menjadi sempurna. Peraturan Jabatan Notaris 

merupakan keseluruhan pasal-pasal dari Notariswet yang diberlakukan 

oleh Belanda. 

Pada abad ke-17 merupakan permulaan keberadaan jabatan Notaris 

di.Indonesia.pada.tanggal.27.Agustus.1620. Notaris yang diangkat paling 

dahulu menjadi notaris.Indonesia adalah Melchior Kerchen, sedangkan 

awal mula lembaga.Notariat masuk ke.Indonesia,3) karena sejarah.lembaga 

notariat berasal dari.Eropa yaitu Belanda. Dimana yang mengatur 

peraturan tentang Notariat tersebuh adalah negara yang pernah menjajah 

Bangsa Indonesia yaitu Belanda.  

Setelah Notaris pertama diangkat sampai tahun.1822, lembaga-

lembaga kenotariatan mempunyai dua peraturan, yaitu peraturan 

tahun.1625 dan tahun 1765 telah mengalami perubahan dari masa ke masa 

karena sebuah kebutuhan. Pemerintahan Belanda merubah peraturan.-

.peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris yang terkenal 

dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 

Nomor 3) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860,4) dengan 

diundangkannya Peraturan tentang Jabatan Notaris ini sehingga dengan 

cepat dapat dikenal oleh masyarakat, namun masih banyak yang belum 

memahami secara benar terkait fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga 

ini. 

Dalam iaktivitas isetiap harinya iseorang Notaris diawasi oleh  

ilembaga.pengawasan iyaitu iPengadilan iNegeri, ibiasanya idilakukan ioleh 

                                                             
3)

 iiG.H.S iiLumban  iiTobing, iiPeraturan iiJabatan iiNotaris, iiCetakan  iike-2, ii(Jakarta: iiErlangga, 

ii1983), iihal. ii15. 
4)

 iiIbid., iihal. ii20. 
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iseorang iHakim iyang ibertugas idiwilayah itempat  ikerja. iNotaris itersebut  

iberada. iNamun isangat  iberat  itantangan idalam ibidang  iini isesuai idengan 

ibanyaknya iNotaris idi iIndonesia, imaka isekarang isaatnya iuntuk imemikirkan 

iterkait   pengembangan iatas ipemberdayaan ipengawasan iNotaris isaat  iini. 

Menurut  iAdityo  iAriwibowo  iperaturan.perundang.-.undangan iyang  

imengatur iJabatan.Notaris isebagian ibesar itetap iberlaku iaturan iperundang-

undangan iyang imengikuti ihasil.warisan idari izaman.Kolonial.Belanda, iatau 

iReglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie i(Stbl. i1860 i: i3)  

iyang.sudah.beberapa ikali imengalami iperubahan, idan isampai iakhir idiubah 

idalam iLembaran.Negara.Tahun.1954.Nomor.101 idan  peraturan iperundang-

undangan.Nasional. iKemudian isetelah i144 itahun isebagai idasar iyang  ikuat  

ibagi  pelembagaan.Notariat.di.Indonesia,   pada itanggal  6.Oktober.tahun i2004  

imengenai iaturan iJabatan.Notaris iyang idinyatakan itidak ibisa digunakan ilagi 

ikemudian idibuatlah iUndang.-.Undang.Nomor.30.tahun i2004 iyang  

imengemukakan iJabatan.Notaris. 

Sejak iidiundangkanya  ii Undang.-.Undang iiNomor ii30 iitahun ii2004  

iitentang.Jabatan.Notaris iitanggal ii6 iiOktober ii2004 iimaka iiberdasarkan 

iiketentuan iidalam iiPasal.91 telah iidicabut  iidan iidinyatakan iitidak  iidapat  

iidigunakan iilagi: 

1. Reglement.Op.Het.Notaris.Ambt.In.Indonesie ii(Stb ii1860:3) iiyang  

iiterakhir  iidiubah iimenjadi iiLembaran.Negara iiNomor ii101 iiTahun.1945; 

2. Ordonantie.16.September.1931.Tentang.Honorarium.Notaris; 
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3. Undang.-.Undang.Nomor.33 iiTahun ii1945 iiTentang iiWakil iiNotaris 

iidan iiWakil.Notaris.Sementara ii(dalam iiLembaran.Negara.Tahun 

ii1945 iiNomor.101, iidan iitambahan.Lembaran.Negara.Nomor.700); 

4. Pasal.54.Undang.-Undang iiNomor ii8 iiTahun ii2004 iimengenai 

iiperubahan.undang-undang.Nomor.2.tahun.1986.tentang iiperadilan 

iiumum.  ii(Lembaran.Negara.Republik.Indonesia.Tahun.2004.Nomor 

ii34.dan iiTambahan.Lembaran.Negara.Republik.Indonesia iiNomor  

ii4379); 

5. Tentang iiSumpah iiatau iiJanji iiJabatan iiNotaris iipada iiPeraturan 

iiPemerintah.Nomor.11.Tahun.1949. 

Dalam iimelaksanakan iitugasnya iiseorang iipejabat  iiumum iiNotaris  

iidilindungi iioleh iiUndang-.undang. ii.Undang-Undang iiyang iimembahas 

iiJabatan.Notaris iiyang iiberlaku iiyakni iiUndang-Undang.Nomor.30 iitahun.2004  

isebagai dasar hukum baru idan iipengembangan Hukum Notaris di 

iiIndonesia, iisehingga iiHukum Notaris Indonesia iihanya iimaju  iidan 

iiberkembang diantara ikalangan iiNotaris iiIndonesia iisendiri. ii 

Seiring idengan iperkembangan izaman iketentuan iJabatan.Notaris 

iyaitu.Undang.- i.Undang.Nomor.30.tahun.2004 isudah itidak irelevan idengan 

iperkembangan.hukum.dan.kebutuhan.masyarakat  idi iIndonesia, i.sehingga  

idalam ihal iini ipemerintahan iyang iterkait  idalam iperubahan.Undang-Undang  

iNomor.30.Tahun.2004.tentang iJabatan iNotaris imenjadi iUndang.- i.Undang  

iNomor.2.Tahun i2014 i(untuk iselanjutnya idisebut  iUUJN) i.disahkan idan 

idibuat  iundang-undangnya.dalam.Lembaran.Negara.Republik iIndonesia  

iNomor 3 Tahun.2014, serta adanya.Tambahan.Lembaran.Negara.Republik 
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Indonesia.Nomor.5491. Kemudian pada.tanggal.15.Januari.2014 di Jakarta 

telah diatur Hukum Positif mengenai Jabatan Notaris di Indonesia.  

Pasal 1 angka (1) UUJN imemberikan definisi Notaris merupakan 

pejabat  iumum yang iberwenang isesuai idengan Undang-Undang untuk 

membuat  akta autentik dan memberikan kewenangan lainnya. Pejabat 

umum Notaris wajib memahami itugas  atau wewenang berupa 

itanggungjawab isebagai iseorang iNotaris iyang harus mematuhi semua 

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. 

Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW) menyatakan.bahwa, akta.yang.dibuat 

sesuai dengan ketentuan berlaku yang diatur oleh.Undang.- 

.Undang.dihadapan.pejabat umum.yang.berwenang.dan.di tempat.akta 

tersebut, .sebagai.pejabat.yang diberikan tugas.membuat akta otentik untuk 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat, sesuai dengan.kualifikasi 

yang.diberikan .kepada. Notaris. 

Dalam membuat akta.tersebut seorang.Notaris mempunyai beban 

dan.tanggung.jawab.perbuatannya sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

Berdasarkan lingkup pertanggungjawaban.Notaris yaitu mengenai 

kebenaran secara materiil atas akta.yang.dibuatnya. Selain itu, .tanggung 

jawab. Notaris sebagai.pejabat.umum.berhubungan dengan kebenaran 

materiil, Menurut.Nico dalam Abdul Ghofur membedakan menjadi empat, 

yaitu:5)  

a. Secara perdata keberadaan materi yang ada.terhadap.akta yang 

dibuat.merupakan.tanggung.jawab.Notaris;  

                                                             
5)

 iiAbdul iiGhofur  iiAnshori, iiLembaga iiKenotariatan iiIndonesia, iiProspektif iiHukum iidan iiEtika, 

ii(Yogyakarta: iiUII iiPers, ii2009), iihal. ii34. 
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b. Tanggung.jawab.Notaris.secara.pidana.terhadap.kebenaran.materiil 

terhadap.akta.yang.dibuatnya;  

c. Berdasarkan Peraturan Jabatan.Notaris.terhadap.kebenaran.materiil 

terhadap.akta.yang.dibuatnya sebagai tanggung.jawab.Notaris;  

d. Tanggung.jawab.Notaris.dalam menjalankan tugas dan fungsi 

jabatannya berdasarkan.Kode.Etik.Notaris. 

Sesuatu.yang.mutlak iterkait  ijabatan.Notaris iadalah isebuah ijabatan 

iyang imenuntut isebuah ikepercayaan iterhadap ipenegakan.hukum, i.disamping  

iitu iNotaris.harus iberperilaku  idan.bertindak.sesuai.dengan.kode.etik.profesi 

iNotaris. i.Notaris iselain itunduk ipada iUUJN, iNotaris iharus itaat  iterhadap  

iKode.Etik.Notaris. iKode.Etik.Notaris imerupakan ikaidah.moral iyang  

iditentukan.oleh.Perkumpulan.Ikatan.Notaris.Indonesia isesuai ikeputusan 

iKongres.Perkumpulan iyang idiatur idalam iperaturan.perundang-undangan 

i.yang  imengatur.tentang ihal itersebut, iserta.berlaku  idan iwajib.ditaati isemua 

ianggota.Perkumpulan.yang.mempunyai.tugas iatau ijabatan.sebagai iseorang  

iNotaris, i.termasuk.para.Pejabat.Sementara.Notaris, idan.Notaris.Pengganti 

ipada isaat  imenjalankan ijabatan. i 

Adanya iKode.Etik.Notaris.diatur idalam iorganisasi.profesi.Notaris 

iyaitu ioleh iIkatan.Notaris.Indonesia  i(selanjutnya  idisebut  iI.N.I) isebagai 

iwadah.tunggal.tempat  iberkumpulnya iNotaris.Indonesia. i.I.N.I sebagai 

iwadah.tunggal.organisasi.profesi.Notaris.Indonesia.diatur idalam iUUJN.  

iPerbedaan isebelum iberlakunya i.Undang-Undang.Nomor.2.tahun.2014  

itentang.Perubahan.atas.Undang-Undang.Nomor.30.Tahun i2004 itentang  

iJabatan.Notaris iyang imemungkinkan.Notaris iberkumpul idalam iberbagai 
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iwadah.organisasi.Notaris, iyang.tentunya iakan imemberikan ikonsekuensi 

iterdapatnya.berbagai ikode.etik iyang iberlaku  ibagi imasing-masing  

ianggotanya. iBerdasarkan iAnggaran.Dasar.Ikatan.Notaris.Indonesia.Hasil 

iKongres.Luar.Biasa.Iktan.Notaris.Indonesia  idi.Bandung  i27  iJanuari i2005  

ibahwa iIkatan.Notaris.Indonesia  imerupakan.organisasi iyang iberbentuk 

iperkumpulan idan iberbadan ihukum.sebagai.satu-satunya.organisasi.profesi 

ijabatan.Notaris iuntuk iNotaris.di iseluruh iIndonesia iyang  imempunyai icita-cita  

imelindungi idan.membina.keluhuran.martabat  idan iJabatan.Notaris. i 

Keberadaan iI.N.I isebagai iorganisasi.profesi.Notaris iyang iterlihat  

ijelas iadanya ijudicial.review i(uji.materiil) iterhadap iUUJN iyang.diajukan 

iPersatuan.Notaris.Reformasi.Indonesia i(Pernori) idan iHimpunan.Notaris 

iIndonesia i(HNI) iyang itidak iditerima ioleh iMahkamah.Konstitusi,6)
 isehingga 

iorganisasi.profesi.Ikatan.Notaris.Indonesia  imerupakan.organisasi iprofesi 

iNotaris iyang iresmi idan iberbadan.hukum iyang itertera idalam.pasal.82.dan  

ipasal.83.UUJN. i 

Dalam iPasal.82.UUJN imenyatakan isebagai iberikut: 

(1) Notaris iberhimpun.dalam.satu.wadah.Organisasi.Notaris. i 

(2) Wadah.Organisasi.Notaris.sebagaimana.dimaksud.pada.ayat. i(1) iadalah 

iIkatan.Notaris.Indonesia. i 

(3) Organisasi.Notaris.sebagaimana.dimaksud.pada iayat  i(1) i.merupakan 

isatu-satunya.wadah.profesi.Notaris.yang.bebas idan imandiri iyang  

idibentuk.dengan.maksud  idan itujuan iuntuk.meningkatkan ikualitas  

iprofesi.Notaris. i 

(4) Ketentuan.mengenai.tujuan, i.tugas, i.wewenang, itata.kerja, idan isusunan 

iorganisasi.ditetapkan.dalam iAnggaran.Dasar idan iAnggaran.Rumah 

iTangga.Organisasi.Notaris. i 

(5) Ketentuan.mengenai ipenetapan, ipembinaan, idan.pengawasan 

iOrganisasi.Notaris.diatur.dengan.Peraturan.Menteri. 

 

Dan.Pasal i83 iUUJN imenyatakan isebagai iberikut: 

                                                             
6)

 iHadi iSetia iTunggal, iPeraturan iPelaksanaan iUndang-Undang iJabatan iNotaris, i(Jakarta: 

iHarvarindo, i2006), ihal. i278. 
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(1) Organisasi.Notaris.menetapkan idan imenegakkan iKode iEtik iNotaris. 

(2) Organisasi.Notaris imemiliki.buku  idaftar.anggota idan.salinannya  

idisampaikan.kepada.Menteri.dan iMajelis.Pengawas. 

 

Kode.etik.profesi.Notaris, iyang idibuat  ioleh iI.N.I iyaitu ipada iPasal.1  

iangka. i(2) imenyatakan ibahwa iKode.Etik.Notaris idisebut  iKode.Etik iyaitu  

isemua ikaedah imoral iyang.ditentukan ioleh iPerkumpulan.Ikatan.Notaris 

iIndonesia.yang iselanjutnya.disebut  iPerkumpulan.berdasarkan.keputusan 

iKongres.Perkumpulan.dan/atau.yang iditentukan.dan idiatur idalam iperaturan 

iperundang-undangan.yang.mengatur.tentang ihal iitu.dan iberlaku.bagi.serta 

iwajib.ditaati ioleh.setiap idan isemua.anggota iperkumpulan.dan isemua.orang  

iyang imenjalankan.tugas.jabatan.sebagai.notaris, itermasuk.di.dalamnya 

para.Pejabat Sementara.Notaris, Notaris.Pengganti pada.saat menjalankan 

jabatan.7) 

Kode.Etik.Notaris.merupakan ikaidah imoral iyang  idigunakan isebagai 

ipedoman.dalam imenjalankan.jabatan.Notaris.meliputi ipelaksanaan.jabatan 

imaupun idikehidupan sehari-hari. Pada Perubahan Kode iEtik Notaris 

Kongres Luar Biasa Ikatan/Notaris/Indonesia idi/Banten ipada itanggal i29-

30/Mei i2015 imembahas mengenai kewajiban, ilarangan/dan/pengecualian 

inotaris idalam iKode/Etik/Notaris idalam imelaksanakan itugasnya. iNotaris 

idapat  imenerima ihukuman ibila iterbukti imelakukan/pelanggaran isesuai 

idengan ipersyaratan idan iaturan iyang  idihimpun idalam iKode/Etik/Notaris,  

iserta/untuk imelindungi ikehormatan/dan/keluhuran imartabat  ijabatan iNotaris,  

iperkumpulan/mempunyai iketetapan iberdasarkan ikongres isebagai kaidah 

moral iyang iharus ditaati ioleh isetiap ianggota/perkumpulan. 

                                                             
7)

 iiPerubahan  iiKode iiEtik iiNotaris iiKongres iiLuar  iiBiasa iiIkatan  iiNotaris iiIndonesia iiBanten  ii29-

30 iiMei ii2015, iiPasal ii1 iiangka ii2. 
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Dalam/Pasal i7 iangka i(1) Perubahan Anggaran Dasar  

iRumah/Tangga/Ikatan/Notaris/Indonesia iberdasarkan iHasil/Rapat/Pleno  

iPengurus/Pusat  idi iBanten ipada itanggal i30 iMei i2015 imenyatakan ibahwa  

imasing-masing/anggota iperkumpulan iwajib/menjunjung tinggi/harkat/dan 

martabat/jabatan/Notaris idan itaat  iterhadap isemua iperaturan/perundang-

undangan iyang  iberlaku/pada/umumnya idan iperaturan/perundang-undangan 

iyang/berlaku/bagi Notaris pada ikhususnya, iAnggaran/Rumah/Tangga,  

iAnggaran/Dasar, idan iKode/Etik/Notaris, iKeputusan/Kongres, iperaturan-

peraturan/maupun/ketentuan-ketentuan iyang/ditetapkan ioleh/Perkumpulan 

iserta imelindungi idan imemegang iteguh inama/baik/Perkumpulan.” i

8) 

Jabatan Notaris adalah suatu ijabatan ikepercayaan iyang  idiemban 

iseorang inotaris isesuai idengan/undang-undang idan ikebutuhan masyarakat, 

isehingga/seorang iNotaris/bertanggung ijawab iuntuk imengemban isebuah  

iamanat  iyang idiberikan ikepadanya iuntuk imengedepankan inilai ietika/hukum 

idan/martabat  iserta/keluhuran/jabatannya, iseorang inotaris imengabaikan ihal 

iini imaka iakan itimbul ibanyak ikerugian ibagi masyarakat  idan 

imengganggu/penegakan ihukum iyang iada. i 

Kode/Etik/Notaris/bertujuan agar iisuatu profesi iiNotaris iidapat  

iidilakukan iisecara iiprofesional iiberdasarkan iimotivasi/dan/orientasi iipada 

iiketerampilan/intelektual iiserta/argumentasi iisecara/rasional iidan/kritis iiyang  

iimengedepankan iinilai-nilai/moral. iiIkatan/Notaris/Indonesia/sebagai/wadah 

iiperkumpulan bagi para notaris iimempunyai/peranan/yang/sangat/penting  

iidalam iimemajukan/pelaksanaan/Kode/Etik/Profesi ibagi Notaris, iimelalui 

                                                             
8)

 iPerubahan  iAnggaran  iDasar  iRumah  iTangga iIkatan  iNotaris iIndonesia iHasil iRapat iPleno 

iPengurus iPusat iYang iDiperluas idi iBanten  ipada itanggal i30 iMei i2015, iPasal i7 iangka i(1). 
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iiDewan/Kehormatan iyang iimempunyai tugas utama iiuntuk iimelakukan 

iipembinaan iidan iipengawasan/atas iipelaksanaan/Kode/Etik/tidak/lain iiuntuk 

kepentingan para Notaris sendiri. Namun yang harus diperhatikan yaitu 

Dewan/Kehormatan dalam/menjalankan/tugas dan kewenangannya tidak 

terlepas/dari aturan yang ada, baik berkaitan dengan/organisasi Ikatan 

Notaris Indonesia maupun/UUJN.  

Dewan/Kehormatan isebagai ialat  ikelengkapan iperkumpulan iyang  

imempunyai iwewenang imelakukan/pemeriksaan iatas isegala ipelanggaran 

iterhadap iKode/Etik iyang ibersifat/internal iatau itidak iberkaitan idengan 

ikepentingan/masyarakat  isecara ilangsung idan/menjatuhkan/sanksi ikepada 

ipelanggarnya isesuai idengan ikewenangan idan/bertugas iuntuk isebagai 

iberikut: i 

a. Melakukan pembinaan, ibimbingan, ipengawasan, ipembenakamembina, i 

ipembenahan ianggota idalam imenjunjung tinggi i ikode/etik idan iUUJN; 

b. Memeriksa idan mengambil ikeputusan iatas/\dugaan ipelanggaran  

iketentuan ikode/etik iyang ibersifat/internal iatau iyang  itidak  

imempunyai/masyarakat/secara iIangsung; i 

c. Memberikan isaran dan pendapat  ikepada imajelis pengawas  

iterhadap/dugaan ipelanggaran/kode/etik idan ijabatan/Notaris.9) 

iDewan iKehormatan terdiri.dari:  i 

1. Dewan iKehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat 

Pusat;  

                                                             
9)

 iAnonim, iHimpunan iEtika iProfesi i: iBerbagai iKode iEtik iAsosiasi iIndonesia, i(Yogyakarta: 

iPustaka iYustisia, i2006), ihal. i123. 
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2. Dewan.Kehormatan iWilayah adalah Dewan Kehormatan pada 

tingkat Propinsi; 

3. Dewan.Kehormatan Daerah adalah Dewan Kehormatan pada 

tingkat Kabupaten/Kota. 

Jumlah ianggota.Dewan.Kehormatan idi isetiap.tingkat  iterdiri idari 

itiga.sampai.lima iorang iyang.dipilih imelalui irapat.anggota imeliputi ikongres 

idi itingkat pusat, ikonferensi wilayah idi itingkat propinsi, idan 

ikonferensi.daerah i(kota iatau ikabupaten). iApabila Notaris iyang  idiberikan 

sanksi ipelanggaran iKode.Etik idapat  imelakukan ipembelaan.diri idan idapat  

imengajukan banding  isecara ibertingkat terhadap iputusan Dewan 

iKehormatan.Daerah, ikepada iDewan.Kehormatan.Wilayah idan iDewan 

iKehormatan.Pusat.sebagai ipemeriksaan.tingkat.akhir. 

Hal yang sangat diperlukan Notaris dalam pengawasan dan 

pembinaan agar tidak melanggar atau melakukan kesalahan saat menjabat 

sebagai.Notaris, sehingga senantiasa dapat menjunjung.keluhuran dan 

martabat.jabatannya. Peran Dewan.Kehormatan mewakili perkumpulan 

untuk membina, mengawasi dan memberi hukuman untuk meneggakan 

kode.etik. Berdasarkan Kode.Etik.Notaris sanksinya sebagai berikut :  

a. Teguran, 

b. Peringatan, 

c. Pemberhentian Sementara dari keanggotaan perkumpulan, 

d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan,  
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e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.10) 

Kedudukan Kode.Etik.bagi.Notaris yaitu sifat dan.hakekat dari 

pekerjaan.Notaris yang berorientasi dan mempunyai hukum legal menjadi 

fundamental dimana hukum utama meliputi kedudukan harta benda, .hak 

dan kewajiban konsumennya. Selain itu agar tidak terjadi perbedaan dalam 

pemberian status.harta benda, hak dan.kewajiban yang tidak sesuai kaidah 

dan.prinsip-prinsip hukum.keadilan, sehingga dapat mengacaukan semua 

hal baik berupa ketertiban.umum dan.hak-hak pribadi dari masyarakat, 

maka bagi dunia.Notaris sangat.diperlukan suatu.Kode.Profesi.yang 

baik.dan.modern.11) 

Seiring dengan perkembangan zaman, dan di era globalisasi yang 

modern serta teknologi yang semakin canggih ini, banyak permasalahan 

yang terjadi semakin kompleks. Berkaitan dengan Notaris terdapat notaris-

notaris yang melanggar Kode Etik Profesi Notaris. Maka dari itu, para 

Notaris dapat lebih memahami perbuatan yang dilakukannya apakah 

termasuk ke dalam pelanggaran Kode.Etik.Profesi.Notaris, baik terkait 

sebuah efektivitas dan efisiensi dari Perkumpulan.Ikatan.Notaris.Indonesia 

dalam.memberikan pembinaan.terhadap para Notaris supaya.tidak.terjadi 

hal-hal.yang dapat merugikan masyarakat yang dilayaninya dan Notaris 

sendiri. 

                                                             
10)

 iPerubahan  iKode iEtik iNotaris iKongres iLuar  iBiasa iIkatan iNotaris iIndonesia idi iBanten 

ipada itanggal i29-30 iMei i2015, iPasal i6 iayat i(1). 
11)

 iMunir  iFuady, iProfesi iMulia i(Etika iProfesi iHukum ibagi iHakim, iJaksa, iAdvokat, iNotaris, 

iKurator idan iPengurus), i(Bandung: iPT. iCitra iAditya iBakti, i2005), ihal. i133 
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Berkaitan idengan ipelanggaran iKode.Etik iProfesi.Notaris iyang  

idilakukan iNotaris iakan idikenakan ihukuman iatas itindakannya,  imaka iNotaris  

iharus imenjalankan.profesinya isecara iprofessional idimulai idari imotivasi.dan 

iorientasi.pada.keterampilan.intelektual iyang iberargumentasi isecara irasional 

idan.kritis iuntuk imengedepankan inilai-nilai.moral. iBerdasarkan.hal.di iatas,  

ipenulis.tertarik.untuk imembahas ilebih ilanjut  idalam.bentuk.tesis idengan 

ijudul i“DAYA iMENGIKAT.SANKSI.PELANGGARAN.KODE.ETIK 

iPROFESI.NOTARIS.OLEH.DEWAN KEHORMATAN iNOTARIS  

iINDONESIA”. 

1.2 Rumusan iMasalah 

Berdasarkan ipemaparan ilatar.belakang idi iatas, imaka irumusan 

imasalah iyang iakan.dikaji ioleh ipenulis idalam.penelitian.ini.sebagai iberikut: i 

1. Bagaimana iDaya.Mengikat.Sanksi.Pelanggaran.Kode.Etik.Profesi 

iNotaris.oleh.Dewan.Kehormatan.Notaris.Indonesia? 

2. Bagaimana iTata iCara iPenerapan.Sanksi.Kode.Etik.Profesi.Notaris 

iyang iDiberikan ioleh.Dewan.Kehormatan.Notaris? 

 

1.3 Tujuan.Penelitian i 

Berdasarkan.permasalahan iyang itelah idipaparkan idi.atas, iadapun 

itujuan idari ipenelitian iini.sebagai.berikut: 

1. Untuk imenganalisis ibagaimana.Daya.Mengikat.Sanksi.Pelanggaran 

iKode.Etik.Profesi iNotaris ioleh iDewan iKehormatan.Notaris  

iIndonesia. 
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2. Untuk imenganalisis ibagaimana iTata iCara iPenerapan iSanksi.Kode  

iEtik iProfesi iNotaris.yang iDiberikan ioleh iDewan.Kehormatan 

iNotaris. 

 

1.4 Manfaat.Penelitian 

Adapun imanfaat  idari ipenelitian iyang iingin idicapai ioleh.Penulis 

idalam.penelitian iini iterdiri idari i2 i(dua) imanfaat, iyaitu: 

1. Manfaat.Teoritis 

Hasil ipenelitian.ini idiharapkan.berguna idan ibermanfaat.bagi 

iperkembangan iilmu.pengetahuan ihukum iterutama idibidang  

iKenotariatan.yang ierat  ikaitannya idengan iKode.Etik.Notaris. 

2. Manfaat.Praktis i 

Diharapkan ipenelitian.ini idapat.bermanfaat  iuntuk idijadikan  

ipedoman iapabila iterjadi ikasus iatau ipermasalahan iyang isama idengan 

iyang iditeliti. 

 

1.5 Sistematika.Penulisan 

Penyajian isistematika.penulisan.bertujuan iuntuk imemberikan 

igambaran isecara.garis.besar imengenai.apa iyang.akan ipenulis ipaparkan 

idalam isetiap ibab idalam ipenelitian iini. iSistematika ipenulisan iini iterdiri iatas i5  

ibab iyang  imasing-masing ibab imemiliki isub-bab itersendiri iyang idimana  

iantara ibab idan isub-bab iakan isaling imendukung idan iberkaitan. iAdapun isecara 

igaris ibesar isistematika ipenulisan idapat  idiuraikan isebagai.berikut: 
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BAB iI i i i: i i PENDAHULUAN 

Dalam.bab.ini ipenulis iakan imenguraikan imengenai.latar 

ibelakang, irumusan.masalah, itujuan.penelitian, idan imanfaat  

ipenelitian, idan isistematika.penulisan. 

BAB iII i i: TINJAUAN iPUSTAKA 

Pada ibab iini iakan imenguraikan ibeberapa  ihal iterkait  idengan 

ijudul iyang idipaparkan ioleh ipenulis idiatas iyakni itentang  

iTinjauan iUmum imengenai iNotaris, iTinjauan iUmum 

imengenai iKode.Etik.Notaris. iTinjauan.Umum imengenai 

Majelis Pengawas iNotaris,  iTinjauan iUmum imengenai 

iDewan iKehormatan iNotaris idi iIndonesia dan iTinjauan 

iUmum imengenai Majelis Kehormatan Notaris.  

BAB iIII i: METODE.PENELITIAN 

Bab.ini.penulis iakan imenjelaskan iterkait  idengan imetode 

ipenelitian.yang.digunakan.dalam ipenelitian iini iyaitu ijenis  

ipenelitian, ijenis idata.yang.dibutuhkan, iteknik  ipengumpulan 

idata, ijenis ipendekatan, idan ianalisis.data iyang idigunakan.  

BAB iIV i: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam.bab.ini.penulis idalam imelakukan.penelitian iadapun 

idata idiperoleh idari ipendapat  ibaik iitu idari iakademisi imaupun 

ipraktis ihukum iguna imendapat  ikebeneran imengenai iDaya 

iMengikat.Sanksi.Pelanggaran.Kode iEtik  iProfesi iNotaris 

ioleh.Dewan.Kehormatan.Notaris idi.Indonesia, iserta ipenulis 

iakan imenganalisis iguna imenentukan ijawaban imengenai 



17 
 

ipermasalahan iyang iditeliti idengan idilandaskan ipada iteori-

teori ihukum idan iperaturan-peraturan imengenai iNotaris iatau 

iKode iEtik iNotaris iyang iberlaku idi iIndonesia. i 

 BAB iV i i i: i KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam.bab iini iakan.memuat  imengenai isimpulan idan.saran 

idari.hasil.penelitian iyang  idapat  idigunakan isebagai 

ipertimbangan iakademisi imaupun ipraktisi idalam imelakukan  

itindakan iupaya ihukum iberdasarkan iprosedur iyang imemadai 

idan idibenarkan ioleh iundang-undang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


